PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR & TAHUN 2010
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Mengingat

2. bahwa schub dengan telah va Tehun Anggarnn 2009
perlu dilakukan Pertanggungjawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dalam huruf a perlu
membentuk  Peraturan  Dacrah  tomtang  Pertanggungjawaben
Pelaksanaan Anggaran Pendopaten dan  Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2009

1. Undang-Undang Momor 12 Tahun 1956 tentang Fembentukan Daerah
ofonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Namor 7 Tahun 1965 teatang Pembentukan
Daerah Tingkt IT Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19635 Nomor 50,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 J,
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1569 );

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tansh dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lemboran Negera Republik
Indonesia Nomor 3688 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
3988 );

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersili dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851 );

S. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarelangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
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Kabupaten Tenmjung Jabung Timue (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebugeimana telsh diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Talnn 2000 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor Bl, Tambahan Lembran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969 );

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentug Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenduharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

o
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Undang-undang  Nomor 15 Talun 2004 ftentang Pemeriksuan
Pengelolaan dan Tangpungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negera
Republik Indonesiz Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesiz
Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukim Poraturan
Perundong-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesiz Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negama Republik Indonesia
Nomor 4389),

11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaon
Pembangunan Nasional , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 4421);

12. Undang-Lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahen Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
schogaimann telsh diubah dengan Undang-Undang Nomoe 8 Tahun
2005 tentang Penctapan Peratran Pemerintahh peagganti Usdang-
undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintub Dacrah menjadi Undang-
Updang { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor
108, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 );

13 Undang-Undang  Nomor 33 Tohun 2004 (entang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeriatah Daerah (Lembaran
Megara Republil Indoncsia Tahun 2004 Nemor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

14. Peraturan Pm\zvmmh Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembingin dan

Daerah (Lembaran
Negara R:pubhk Indoncsia Tohun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomaor 4090);

. Peraturan Pemerimah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Duna
Perimbangan { Lemburan Negara Republik Indoncsia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4021 J, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
84 Tahun 2001 ( Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 157, Tumbahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor
4162 );
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Dacrah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024 );

17, Persturan Pemerintsh Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Dacrah ( Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027 );

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah ( Lembaran Negara

lik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );

19. Peraturan Pemerintsh Nomor 24 Tm\nzumtmmgxmm
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Negars Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tabun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

20. Peraturan Pemerintsh Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 momor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah
(mmwmrmmiNm 136,
‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

23. Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4575),

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

28, Pmm?mnthumm 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daersh ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

27. Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
urmmmemlrmmmmm
Keuangan dan Kincrja Instansi Pemerintah ( Lembaran
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



29. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah, schagaimana teluh diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokak Pengelolaan Kevangan Dscrah ( Lemberan
Daerah Tabun 2006 Nomor 23 J;

31. Peraruran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tuhun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belunjs Duerah Tahun
Anggaran 2007 ( Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupsten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun
2009 tentang Perubshan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tabun Anggaran 2009 { Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersuma

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAN TENTANG PERTANGGUNGIAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUM ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Pertanggungjewaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 berupa
Laporan Kenangan memuat ;

Laporan Realisasi Anggaran;
. Neraca;
. Laporan arus kas; dan

b.
<.
d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2
(1) Laporan realisasi anggaran  sebagaimana dimaksud delam Pasal |
buruf 2 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp. 572.665.807.017,70.-
b. Belenju Rp. 641.737,277.300.84
Surplus/(Defisit) Rp.  69.071.470.283,14)
¢, Pembiayaan.
- Penerimaan.... Rp. 170.421.530.603,96,-
- Pengeluatan... Rp. 0,00.-
Surplus / { Defisit } Rp, 170.421.530.603 96,

(2) Usaian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) schagai berikut:
1. Belisih Anggaran dengan  realisasi pendapman sejumlah
Rp. 17.645.554.500,70,- dengan rincian sebagai beriku



a Anggaran pendapatan . Rp, 555.020.252. 517,00
b. Realisa
Selisih lebib(kurang) 500,70
2. Selisih  Anggarn  dengan  Realisasi  Belnja  scjumlah
Rp. 82.556.993.189,16,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja Rp.  724.441.786,121,00

b. Realisasi Rp._ 641.737.277.300,84
Selisih lebih/(kurang) Rp.  B.704.508.820,16

Selisih Anggaran dengan relisasi Surplus / Defisit sejumlub
Rp. 65.058.954.319,46 dengan rincian scbagai berikut :

Rp. ( 169.421.533.604,00 }

Realisasi.. ! 0 Rp. { 69.071,470.283.14)
Selisih lebih/(kurang) Rp. ( 100.350.063 320,86)

4, Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.499.999.999,96 dengan rincian sebagai berikut :

o Anggaran penerimaan Pembiayaan.. Rp. 169.921.530.604,00
b. Realisasi ....... ... Rp.170.421.530,603.96
Selisih lebit/(kurang) Rp.  499.999.999.96

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan scjumlah
Rp.0,00,- dengan rincian sebagai berilaut :

a. Surphus / Defisit ....
b.

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan.. Rp. 0,00,
b. Realisasi...... Rp 0,00

Selisih lebih/{kurang) Rp. 0,00,-

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembisyaan neto sejumlsh
Rp. 499.999.999,96 dengan rincian schagai berikut.

. Anggaran pembiayaan neto ... Rp. 169.921.530.604,00

b. Realisasi Rp. 170,421 530.603.96

Selisih lebih(kurang) Rp. 49999999996
Pasal 3

Nemca schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember
2009 sebega berlkut:

& Jumlah asset Rp.2.049.138.416.627 48

b. Jumlah kewajiban Rp. 132.237.443,00

¢ Jumiah Ekuitas Dana Rp. 2.049.006.175.184,48
Pasal 4

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per | Januari 2009 Rp. 170.003.519.585.96
b Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 232.832.925.627,92

€. Arus kas dari aldivitas investasi asset non-keuangan
Rp.(301.904.351.672,92)

d Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.  500.000.000,00



. Arus kas darj akiivitas non anggeran Rp.  S0248457.00
£ Saldo akhir per 31 Desember tam 2009 Rp. 101 482.297,763.82

Pasal 5

Catatan atas laporan kenangan sebugaimana dimaksud dalam Pesal 1 huruf
d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secars kuantitatif maupun
Kualitatif azas pos-pos luporan keuangan,

Pasal 6

Penjabaran pertangpungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban peloksanaan APBD ditetapken dengan
Petaturan Bupati.

Pasal 7
Peraturan Daereh ind mului berlaku pada tangeal diundangkan,

Agar seligp orang yang
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tarjung Jubung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 18 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DFSYAH
DAERAH KABUPATEN TANIJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2010
&



